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Sumber gambar: 

https://www.beritabanjarmasin.com/2023/05/sosialisasi-retibusi-jasa-usaha-jadi.html 

 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 menjadi sajian dalam Sosialisasi 

Propem, Perda, Rancangan Perda dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper) yang 

digelar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi untuk mengedukasi 

warga Desa Api Api, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. 

"Ini penting kita sampaikan kepada masyarakat karena retribusi jasa usaha yang 

dimaksud seperti tambat labuh atau sebagainya itu sudah diatur oleh perda tersebut," ujar 

politisi dari Partai Golkar, usai menggelar Sosialisasi Propem, Perda, Rancangan Perda 

dan Peraturan Perundang-undangan (Sosper), Senin (8/5) sore. 

Dengan adanya ini, tutur dia, keberadaan peraturan daerah retribusi jasa usaha 

turut berperan mengantisipasi pungutan liar (pungli). Mengingat, perda itu diatur untuk 

kepentingan layanan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. 

"Tarif seperti tambat labuh dan sebagainya sudah sesuai serta telah diatur di dalam 

perda itu. Bahkan, akan terus kita sosialisasikan agar mereka tidak ragu untuk berlabuh 

ke pelabuhan perikanan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu," ucapnya. 

Bahkan, perda ini juga turut memberikan perlindungan (protektif) lebih kepada 

nelayan yang sering melakukan aktivitas perjalanan melaut. Terlebih, diperairan laut yang 

masih masuk wilayah hukum kelautan di Kalimantan Selatan. 

"Makanya perda ini terus kita sebarkan. Terlebih, retribusi jasa usaha yang 

diterima menjadi PAD dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Kita lihat Pelabuhan 

Perikanan Batulicin memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan agar pelayanan yang 
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diberikan juga optimal," papar legislator dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah 

Bumbu. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, 

mengucapkan terima atas penyebarluasan perda tersebut. Selain dapat dipahami 

masyarakat, implementasinya mampu berjalan dengan baik seiring dilakukannya 

sosialisasi ini. 

"Kami berterima kasih kepada Paman Yani yang aktif dan sering berperan 

menyebarkanluaskan perda ini. Tentu, ini pelabuhan milik kita akan terus ditingkatkan 

termasuk PADnya," paparnya. 

Tak kalah lagi, kata dia, peningkatannya didorong dengan pembangunan cold 

storage. Setelah ada di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, juga akan dimiliki di 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

"Anggarannya itu dari APBD sebesar Rp5 miliar khusus bagi Pelabuhan 

Perikanan Batulicin," bebernya. 

Diketahui, kegiatan ini diikuti mulai dari profesi nelayan, petani dan pembudidaya 

ikan. Yang mana, partisipasi tersebut diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi 

mereka agar mengetahui lebih jauh terhadap penerapan Perda Nomor 8 tahun 2020. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.beritabanjarmasin.com/2023/05/sosialisasi-retibusi-jasa-usaha-

jadi.html, 12 Mei 2023.  

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/370851/paman-yani-perda-retribusi-jasa-usaha-

antisipasi-pungli, 10 Mei 2023. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan 

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan 

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya 

https://kalsel.antaranews.com/berita/370851/paman-yani-perda-retribusi-jasa-usaha-antisipasi-pungli
https://kalsel.antaranews.com/berita/370851/paman-yani-perda-retribusi-jasa-usaha-antisipasi-pungli
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk 

membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan 

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan 

tercapai kesejahteraan bersama. 

Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009, yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 


